BUPATI SOLOK
FERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR B TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG EEDUDUKAN, SUSUNAN ':.]]?-E}.I"II.HISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH

Menimbang

e =

[,

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun
2016 tlentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupat Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugs dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha
kecil Menengah Perindustruan dan Perdagangan:

bahwa dalam rangka peniningkatan efektifitas dan
penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggl, maka terhadap Peraturan
Bupari tersebut perha dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebapaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan
Peraturan Bupali lentang Perubahsan Atas Peraturan
Bupati Nomor 44 tahun 2016 Lv:nLaﬁg kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kega
Dimnas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perincdustrian

dan Perdagangan;



Mengingat

el

I3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Bumatera Tengah
{(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 23);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun E[}].:-E MNomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20135 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomer 38, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 567 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Ihukota Kabupaten Solok darn Wilayah Kota
Solok ke Kayu Aro-Sukarami {Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
4447},

Peraturan Pemerintah Momoer 18 Tahun 2010 lentang
Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3887),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 949 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkart
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016
Momeor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok

Nomor 69);

. Peraturan Bupati Solok Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Orpanisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan;



Menetapkan

MEMUTUSEKAN:

- PERATURAN BRUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

FERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN FERDAGANGAN.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha
Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Bernita
Daerah Kabupaten Solok tabun 2016 Nomor 44 diubah
scbagal berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 3

(1} Susunan Organisasi DKUKMPP terdiri dari:
a. Kepala;
b, Sekretariat membawahi 3 (tiga] sub bagian
terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2, Sub Bagian Perencanaan, Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan.
3. Sub Bagian Keuangan.
¢. Bidang Koperasi membawahi 3 (tiga) seksi terdiri
dari:
1. Seksi Pembinaan Kelembagasn Pengawasan
Koperasi dan Lembags Keuangan Mikro;
2. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan
Lembaga Keuangan Mikro;
3, Seksi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan
Lembaga Keuangan Mikro;
d. Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM)

membawahi 3 (tiga) seksi Lterdiri dari :
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1. Seksi Pembinaan dan Penataan Iklim Usaha
Kecil Menengah,

2, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Dava Manuasia Usaha Kecil Menengah; dan

3. Seks Penpembangsm Kemitraan don Janngan
Usaha Kecil Menengah,

e. Bidang P—E]‘[nﬁ[ustrian membawahi 3 (liga] seksi

terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Industri Pangan dan
Kerajinan;

2. Seksi Pembinaan Industri Kimia Bahan
Bangunan dan Logam; dan

3. Seksi Penpawasan Mutu dan Perlindungan

Usaha Industri.

-
gl |

Bidang  Perdapangan dan  Kemetrologian
rmembawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan

Jasa,

In2

. Beksi Promosi dan Pemasaran; dan

3. Seksi Kemetrologian, Pemantauan Harga dan

Barang Penting.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat scbhagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMPP.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin olech Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala DEURKMEPP
melalui Sekretaris,
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Seloretaris.



(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada
aval (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin cleh Kepala Unit
Pelaksana Telnis Dinas vang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala DRKUKMFPP
melalui Sekretaris.

(7} Susunan Organisasi DHUKMPP  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
[ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupalti ini.

2, Diantara BAB VI dan BAB VIl disispkan 1 (satu) bab,
vakni BAB VIA dan diantara Pasal 7 dan Pasal &
disisipkan 1 (satu) Pasal, vakni Pasal TA schingga

berbunyi sehagai berikut:

BAB VIA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7A
Pada saat Peraturan Bupal ini mulai berlalku, pejabat
vang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan
tugasnya sampai dengan  pelantikan pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupat
3. mengubah Lampiran [ sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ vang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini,
4. Mengubah Lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I[ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

on



Pasal [I
Peraturan Bupaf! ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinyva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Dacrah Kabupaten Solok.

Ditetaplean di Arosuka
pada tangzal 16 Janvar{ 20149
PATI SOLOK,

GUSMAL

Diundanglkan di Arosuka
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SW

ASWIRMAN
BERITA DAERAH KAEBUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR &
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : & TAHUH
TANGGAL ‘16 JANUAR!

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS KOPERASI USAHA& KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. Sekretariat
A. Sekretariat mempunyai fungsi

1.

penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan
Renstra, Renja dan REA;

penvelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum,
preanisasi dan hubungan masyarakal; dan

penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang
meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang
milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan,

maonitoring dan pelaporan.

B. Sekretariat terdiri dari :

1,
2,

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaiarn;
Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
dan

Sub Bagian Kenangan.

C. Uraian Tugas

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. menghimpun peraturan perundang-undangan, mengoelah

data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan
dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan
kepegawailan schagal pedoman kerja;

b. menginventarisasi permasalahan  yang berhubungan

dengan ketatausahaan, rumah tanges, perlengkapan dan
kepegawaian scrta menyiapkan bahan untuk pemecahan

masalah;

c. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman

kepada Renstra;
0
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mengusulkan pejabat pengelola kenangan;

menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan
pengelolaan barang milik daerah;

mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan
kepustakaan;

melalksanakan administrasi, penggzandaan dan
pendistribusian surat masuk, sural keluar, perjalanan
dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan
bahan serta keprotokoleran,

menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi
dan hubungan masyarakat;

mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar
Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi
kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaj
berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, lkartu istrifkartu
suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar,
pendidikan dan pelatihan  (Diklal) strulkiural  dan
fungsional;

menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber
deaya aparatur;

menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian
penghargan (reward] dan pemberian hukuman disiplin
(punishment];

melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
menjaga  dan  memelihara  kebersihan, ketertiban,
keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan
keamanan kantor; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan,

2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas ;

a.

Ay

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah
data dan informasi, petunjuk teknis wyang berhubungan
depgan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

sebagai pedoman kerja;

L



i
o,

menginventarisasi  permasalahan  yang berhubungan
dengan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
meryusun  program dan  kegiatan dengan  berpedoman
kepada Renstra;

menyiapkan data statistik;

menghimpun, mcngu-::-lr;dinasikan dan menyinkronkan
perencanaan satuan kerja;

melaksanakan monitoring  dan raluasi  pelaksanaan
keglatan;

mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan
membual laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
melaksanalan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan;
menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan
menyiapkan bahan penyusunan LKPJ dan LEPD; dan

melalksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

Lz

d.

menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah
data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan
dengan keuangan schagai pedoman kerja;
menginventarisasi  permasalahan  yang berhubungan
dengan keuangan serfa menyiapkan bahan untuk
pemecahan masalah;

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

melaksanakan penatausahaan keuangan dan
perbendaharaan;

melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli
daerah;

melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
menviapkan laporan keuangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Alssaty.



II. Bidang Koperasi

A. Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

a;

penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang

koperast;

pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan

program dan kegiatan bidang koperasi; dan

pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang koperasi.

4

C. Bidang Koperasi terdiri dari :_

ks

Selesi Pemnbinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan

Lembaga Keuangan Mikro;

 9eksi Pembinaan Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan

Mikro; dan

Seksi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan  Lembaga

Keuangan Mikro.

D. Uraian Tugas

i B

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

dan Lembaga Keuangan Mikro mempunyai tugas :

a.

.

i

menghimpun  dan  mengolah  peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta
bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Henstra;

memiasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional
dan bantuan penguatan dan penumbuban iklim yang
londusil bagi pembangunan koperasi;

melaksanakan bimbingan dalam rangka pengembangan
kelembagaan koperasi;

melakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
koperasi dan lembaga keuangan mikro yang berpola
syariah;

mengoordinasikan keterpaduan program dengan instansi

terkait dalam rangka pemberdayaan koperasi;
13
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h.

I11.

Il.

memberi perlindungan dan kemudahan dalam rangka
kebijakan perizinan kepada koperasi antara  lain
pencadangan lokasi usaha, pengadaan barang dan jasa,
pemborongan barang pemerintah oleh koperasi;
melaksanakan penilaian terhadap koperasi berprestasi,
penilaian  klasifikasi koperasi dan  kesehatan usaha
simpan pinjam kuperaaj;

melaksanakan kebijakan teknis dan  mengalokasikan
fasilitas pembiayaan koperasi antara lain melalui bank,
lembaga keuangan non bank, dan lembaga keuangan
lainnva;

memfasilitasi koperasi pasar untuk ikut berpartisipasi
dalam pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional;
menetapkan koperasi berprestasi melalui sistem penilaian
klasilikasi koperasi dan kesehatan usaha simpan pinjam
koperasi;

memfasilitasi pembentukan koperasi wanita dan koperasi
yvang tergabung dalam kelompok usaha bersama pra
koperasi dan penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi
oleh gerakan koperasi;

melaksanakan penyuluhan pada kelompok pra koperasi
dalam rangka penumbuhan koperasi;

melaksanakan bimbingan dan pengawasan dalam
pelaksanaan sistem akuntansi di koperasi;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
kegiatan, dan

melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan

Aalasan.

Seksi Pembinaan Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan

Mikro mempunyai tugas :

a.

menghimpun  dan  mengelah  peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi scria

bahan lainnya sebagail pedoman dan landasan kerja;

14



menginventarisasi permasalahan dan menylapkan bahan
pemunjuk pemecahan masalah;

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

memantau penerapan perjanjian dan/atan persetujuan
internasional yang telah disabhkan atas nama negara
bidang koperasi; Y

melaksanakan pembinaan bidang pembiayaan,
pemasaran, dan janx{gan usaha serta pengembangan
sumber dava manusia koperasi;

mengoordinasikan keterpaduan program dengan insLansi
terkait dalam rangka pemberdayaan usaba koperasi;
memfasilitasi koperasi pasar untuk ikut berpartisipasi
dalam pengembangan dan pengelelaan pasar Llradisional;
mempromosikan  produk kegiatan usaha koperasi
dan/atau usaha anggota koperasi;

melaksanakan bimbingan dalam rangks pengembangan
usaha koperasi;

melaksanakan kebijjakan teknis dan mengalokasikan
fasilitas pembiavaan koperasi melalui bank milik koperasi,
lembaga keuangan non bank, dan lembaga keuangan
lainnya;

memlasilitasi kemitraan usaha antar koperasi dan antara
koperasi dengan badan usaha lainnya melalu kegiatan
parneran maupun melalui sistem jaringan informeasi;
melalkukan pembinaan dan pengembangan usaha simpan
pinjam koperasi dan lembaga keuangan mikro vang

berpola syariah;

 melaksanakan monitoring, evaluasi dan  pelaporan

kegiatan; dan
melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan

atasan,



3. Seksi Pengembangan Kemitraan Koperasi dan Lembaga

Keuangan Mikro mempunyai tugas :

.

oG

menghimpun  dan  mengolah peraturan  perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta
bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal yang
wajib dilaksanakan dalam pengembangan kemitraan
koperasi dan lembaga keuangan mikro melahai kelompok;
memiasilitasi pembentukan, pelaksanaan, dan
pengembangan institusi dan sistem jaringan informasi
bisnis melalui koperasi dan lembaga keuangan mikro dan
lembags pengembangan bisnis;

memfasilitasi kemitrausahaan antar kelompok lembaga
keuangan mikro dan badan usaha lainnya melalui
kegiatan promosi produk di kalangan kelompok lembaga
keuangan mikro maupun dengan mengikuti promos:
dagang dan temu uszha pada tingkat regional dan
nasional;

melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan
pembinaan  dan  pengembangan  kelompok Lembaga
Keuangan Mikro di bidang pembiayaan dan inkubator
bisnis melalui kelompok dan lembaga pengembangan
bisnis;

memiasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis pengalokasian
pembiayaan koperasi dan lembaga keuangan mikro, bank,
lembaga keuangan non bank, program pembilayaan non
banlk, dan lembaga keuangan lainnys;

melaksanakan pemantauan dan koordinasi pengelolaan/
pengzunaan dana dan [fasilitas pemerintah bagi koperasi
dan lembaga keuangan mikro;

melaksanakan bimbingan di bidang permodalan dan

leemitraan usaha kecil dan menengah;
&



k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan  pelaporan
kegiatan; dan
|. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan

atasan.

III. Bidang Usaha Kecil Menengah

A. Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

d.

penyusunan dan pelaksanesan program dan kegiatan bidang

usaha kecil menengah;

. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan

program dan kegiatan dalam lingkup bidang usaha lecil
menengah; dan
pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup

bidang usaha kecil menengah.

B. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

1.
2.

Seksi Pembinaan dan Penataan Usaha Kecil Menengah;
Sclkesi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Usaha Kecil Menengah; dan

. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Kecil

Menengah.

C. Uraian Tugas

1.

Seksi Pembinaan dan Penataan Usaha Kecil Menengah

mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta
bahan lainnva scbagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

¢. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Rensira,

d. menyusun, memvalidasi, dan memperbaharui dartabase
pengusaha mikro, kecil, menengah, besar, dan mitra
usaha dalam rangka persiapan pelaksanaan program

dan kegiatan;

17



111,

memfasilitas pembentukan, pelaksanaan, dan
pengembangan institusi dan sistem jaringan informasi
bisnis melalui kelompok usaha mikro kecil menengah
dan lembaga pengembangan bisnis;

memiasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional
program dan bantuan penguatan dan penumbuhan yang
kondusif bagi pembangunan  Usaha Mikro Kecil
Menengah melalui kelompok;

melaksanakan bimbingan dalam rangka pembinaan dan
pengembangan kelompok usaha mikro kecil menengah
bidang kelembagaan dan jaringan pemasaran,
mengoordinasikan keterpaduan program dengan instansi
terkait dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil
menengah;

meningkatkan kemampuan daya saing produk usaha
milero kecil menengah dengan cara peningkatan kualitas,
sarana prasarana, penelitian terbatas dan penumbuhan
pencitraan produk melalui penetapan standar proses
produksi, inovasi produk, pelabelan, barkode, sampai
kepada desain kemasan yang menggunakan teknologi
tepat guna dan ramah lingkungan;

memiasilitasi kemitraan usaha antar kelompok usaha
mikro kecil menengah dan badan usaha lainnya melalu
kegiatan promosi produk, promosi dagang den temu
usaha pada tingkat regional dan nasional;

memfasilitasi pembentukan asosiasi pelaku usaha mikro
kecil menengah;

menilai dan menetapkan anggota usaha mikro kecil
menengah berprestasy;

melaksanalan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan.
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Seksi Pemhbinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan  perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan
lainnya sebagal pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

€, menyusun program dal;] kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

d. melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan
pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengakh
bidang pengembangan sumber daya manusia melalu
pelatihan, seminar, lokakarya, kunjungan lapangan dan
lainnya;

e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
can

{ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan alasan.

Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Kecil

Menengah mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan
lainnya scbagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan dan menyispkan bahan
petunjuk pemecahan masalal;

¢. menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

d. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional
program dan bantuan penguatan dan penumbuhan iklim
yang kondusif bagi pembangunan ussha mikro  kecil
menengah;

e. melaksanakan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan
pembinaan dan pengembangan kelompok usaha mikro kecil

menengah bidang pembiayaan dan inkubator bisms;

I



f. memiasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis pengalokasian
pembigyaan usaha mikro kKecil menengah melalui koperasi,
hank, lembaga keuangan non bank, program pembilayasn
non bank, dan lembaga keuangan lainnya;

g. melaksanakan pemantauan dan koordinasi
pengelolaan / penggunaan dana dan fasilitas pemerintah bagi
usaha mikro kecil menﬁl1ga11;

h. melakukan bimbingan di ‘bidﬂng permodalan dan kemitraan
usaha kecil dan menengah;

i, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

IV. Bidang Perindustrian
A. Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang
perindustrian,
b, pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkup bidang perindustrian; dan

pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup

L

bidang perindustrian.

E. Bidang Perindustrian terdiri dari :
1. Seksi Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan;
2. Seksi Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Logam;
dan

3. Seksi Pengawasan Mutu dan Perlindungan Usaha Industri,

C. Uraian Tugas
1. Seksi Pembinaan Industri Pangan dan Kerajinan mempunyai
tugas :

a, menghimpun dan mengelah peraturan  perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan
lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan dan menylapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;
20
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IEL.

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

melaksanakan  bimbingan  teknis  pembinaan  dan
peningkatan  keterampilan serta kemampuan pengusaha
kel di bidang usaha industri pangan dan kerajinan;
menyiapkan bahan pembinaan melalui pengumpulan dats,
nemantauan  serla  megyusun  laporan  dalam  rangka
menciptakan iklim usaha industri kecil di bidang usaha
industri pangan dan Reraj:{nan;

melalkukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
pemberian izin yang meliputi izin usaha industri dan tanda
daltar industri di bidang industri pangan dan kerajinan,
melaksanakan dan memfasilitasi promosi dan pemasaran

hasil industri pangan dan kerajinan;

. memfasilitasi perolechan permodalan bagi industn pangan

dan kerajinan dalam peningkatan dan pengembangan usaha;
melakukan penyusunan rencana program pembangunan
industri sesuai dengan program Standar Nasional Indonesia
(8NI) terhadap usaha industd pangan dan kerajinan yang
berkaitan dengan keamanan dan  keselamatan umum,
lingkungan dan moral;

melakukan penyusunan potensi/profil industri pangan dan
kerajinarn;

mendorong pemakaian teknologi tepat guna (TTG) dan
penyelengearaan kemitraan industri pangan dan industri
dengan sektor ekonomi lainnya;

menyelenggarakan program pengawasan, pengendalian, dan
pencegahan  pencemaran lingkungan di bidang industri
pangan dan kerajinan,

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan atasan.
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2. Seksi Pembinaan Industri Kimia, Bahan Bangunan dan

Logam mempunyai tugas :

a.

d.

h.

menghimpun  dan mengolah  peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan

lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;

menyusun  Program dah kegiatan dengan berpedoman
kepada Rensira;

menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan  dan
peningkatan  keterampilan  serta kemampuan pengusaha
kecil di bidang usaha industri kimia, bahan bangunan dan
logarm,

menyiapkan bahan pembinaan melalu pengumpulan data,
pemantauan serta menyusun laporan dalam rangka
menciptakan iklim usaha industri kecil di bidang usaha
industri kirnia, bahan bangunan dan logam;

melakukan pembinaan, pengawasan, dan  pengendalian
pemberian izin yang meliputi izin usaha industrl dan tanda
daftar industri di bidang incdustri kimia, bahan bangunan
dan logam;

melaksanakan dan memfasilitasi promosi dan pemasaran
hasil industri kimia, bahan bangunan dan logam;
memfasilitasi perolehan permodalan bagl industr kimia,
hahan bangunan dan logam dalam peningkatan clan
pengembangan usaha;

melakukan penvusunan rencana program  pembangunan
industri sesuai dengan program Standar Nasional Indonesia
(SNI) terhadap usaha industri kimia, bahan bangunan dan
logam vang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan
umum, lingkungan,dan moral,

melakukan penyusunan potensi/profil industri kimia, bahan
hangunan dan logam;

menderong pemakaian Teknologi Tepat Guna [TTG] dan
penyelenggaraan kemitraan industr kimia, bahan bangunan

dan logam dengan sektor ekonomi laannya;
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menyelenggarakan program pEngawasarn, pengendalian dan
pencegahan pencemaran lingkungan di bidang industri

kimia, bahan bangunan dan logam;

m. melaksanaksan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

11.

dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

%

3. Seksi Pengawasan Mutu dan Perlindungan Usaha Industri

mempunyai tugas :

A,

cl.

h.

menghimpun  dan  mengolah  peraturan perundang.
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan
lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja,
menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

menvusun program  dan  kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaku
industri dan aparatur pembina industri;

menyusin  program  kerjasama antar daerah  di bidang
standarisasi daerah;

menerapkan standarisasi SDM  industri  dan pembina
indusitri.

memantau pelaksanaan standarisasi daerah;

memfasilitasi perolehan SNl terhadap usaha indusin di
daerah;

menvelenggarakan program pengendalian dan pencegahan
pencemaran lingkungan yang diakibatkan industri daerah;
mengoordinasikan dengan unit kerja/instansi terkait dalam
pengawasan mutu dan perlindungan industri;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

I
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V. Bidang Perdagangan dan Kemetrologian

A. Bidang Perdagangan dan Kemetrologian mempunyai fungsi :

ia.

penvusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang
perdagangan, kemetrologian dan pemantauan harga barang
penling,

pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan dalam lingkop bidang perdagangan,
lkemetralogian dan TJEmHnEEiLlL-III harga barang penting; dan
pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
bidang perdagangan kemetrologian, pemantauan harga dan

harang penting.

B. Bidang Perdagangan dan Kemetrologian terdiri dari :

w b

Selesi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa
Selkesi Promosi dan Pemasaran; dan
Seksi Kemetrologian, Pemantauan Harga dan Barang

Penting.

C. Uraian Tugas

L.

Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan dan Jasa mempunyai

tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjul teknis, data dan informasi seria
hahan lainnyva sebagai pedoman dan landasan kerja;

b, menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

¢, menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

d. melakukan  pembinaan/bimbingan  dalam  rangka
peningkatan peranan pedagang golongan ckonomi lemah,

c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
pemberian  Surat Izin Tempat Usaha (SITU}/ Hinder
Ordonatie (HO) skala tertentu sarana perdagangan dan

sarana penunjang perdagangan skala lokal;
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melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
pemberian Surat [zin Usaha Perdagangan {SIUF);
melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
pemberian  Tanda Daftar Organisasi Ugsaha Niaga/
Asosiasi;

melakukan pembinaan dan pengawasan peningkatan
produksi dalam negeri gkala daerah;

melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP
slkala dacrah;

memberi rekomendasi [zin Usaha Pasar Madern dengan
luas bangunan sampai dengan 2.000 m;

mengembangkan peranan asosiasi perdagangan di bidang
perdagangan;

mengembangkan peranan lembaga-lembaga perdagangan.
melakukan pembinaan perdagangan Yy&ang bernuansa
islami;

menyediakan brosur, pamflet, dan selebaran-selebaran
tentang perdagangan yang bernuansa islami;

melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan
pemberian rekomendasi terhadap Tanda Daftar Gudang
(TD() dengan luas sampai dengan 2,500 m2;
melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum
dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan
perdagangan berjangka komaoditi;

menyajikan Buku Daftar Perusahaan kepada pihak vang
memerlukan,

melakukan kerjasama perdagangan hasil industri dengan
luar daerah/luar negeri,

menvelenggarakan prograim pengendalian dan
pencegahan pencemaran lingkungan di hidang usaha
perdagangan;

melaksanakan operasional Sistem Resi Gudang (SEG);

[
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3.

u. melaksanakan monitoring, cvaluasi dan  pelaporan
kegiatan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
Alasdar.

Selsi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan inlormasi serta
bahan lainnya sehagaiupedmman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

¢, menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

d. merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan
kegiatan promosi dan pemasaran produk industri dan
lkerajinan daerah;

e. melakukan pengembangan ekspor daerah dan upaya
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

f  memberi dan mengawasi persefujuan penyelenggaraan
pameran dagang nasional dan lokal;

e, melaksanakan pengembangan sarana peInasaran;

h. melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan
rerhadap penyelenggara dan pelaku pasar lelang;

i, rmelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan; dan

j.  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

ATASRAT

Seksi Kemetrologian, Pemantauan Harga dan Barang

Penting mempunyai tugas :

a. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta
bahan lainnya scbagai pedoman dan landasan kerja;

b. menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;



PARY

.

menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman
kepada Renstra;

menyusun bahan pemberian bimbingan, pembinaan, dan
petunjuk teknis kemetrologian, dan penyusunan rencand;
program tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar,
limhang dan perlengkapannya (UTTF), pemantauan,
stabilitasasi harga dan learang penting lainnya;

melalukan langkah-langkah menjamin ketersedian barang
kebutuhan pokok dan barang penting;

memantay distribusi harga bahan pokok, penting, dan
sirategis;

menyediakan informasi harga melalui media informasi
harga dan informasi pasar (aspek harga dan non harga);
pengelolaan  laboratorium  kemetrologian berdasarkan
prosedur mutu yang telah ditetapkan;

pengujian peralatan standar sesuai  dengan metode
pengljian yang lelah ditetapkan;

pelaksanaan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan
standar laboratorium metrologi legal dan peralatan untuk
tera dan/atau tera ulang,

mengumpilkan data dan mengolah data alat-alat Ukur,
Takar, Timbang, dan Perlengkapan (UTTP} serta
mengoordinasikan  data  yang  berkaitan  dengan
kemetrologian;

melaliukan pelayanan tera data atau tera ulang alat-alat
ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
dikantor dan di tempat khusus untuk jenis TTTP tertenna;
melaksanakan penerimaan  dan  penyctoran  retribusi
pelayanan tera/tera ulang ke kas umum daerah;
mempersiapkan dan pembinaan pembentukan pasar teriil
ukour;

pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan

pelayanan metrologi legal;



.

pelaksanaan, penyuluhan, pengamatan dan pengawasan
alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
(UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (EDKT) dan
satuan ukur (8U), penanganan pengaduan masyarakat
dan penvidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan: dan |
melaksanakan tugas kedinasan  lain yang diberikan

AlAS&ET.
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